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ABSTRAK  

 

Nur asiah (2021) NPM : 16-02-072. Dengan judul penelitian “ 

Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Usaha untuk Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor  07/DSN MUI/ IV/ 2000 Tentang Mudarabah (Studi Kasus Desa Saba 

Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). 

Pengelolaan merupakan proses pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, jadi pengelolaan 

merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan 

menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sedangkan pengelolaan 

keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan 

keuangan desa berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). 

Bagaimana praktik pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat di desa saba jambu kecamatan panyabungan 

kabupaten mandailing natal ? 2). Bagaimana pengelolaan dana desa dalam bentuk 

usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menurut fatwa dewan syariah 

nasional majelis ulama indonesia nomor 07 tahun 2000 tentang mudarabah di desa 

saba jambu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal ? 

Penelitian ini merupakan penelitian  lapangan (field research) artinya 

bahan atau objek materil penelitian ini adalah data yang didapatkan dari 

masyarakat untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang  unit usaha simpan pinjam yang 

berada di desa saba jambu dan setelah melakukan penelitian dan wawancara  yang 

mana unit usaha ini  termasuk dari BUMDes dan pembiayaannya bersumber dari 

dana desa  menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan 

peneliti dapat menyimpilkan bahwa unit usaha simpan pinjam belum sesuai, 

karena masih memiliki agunan.  

Kata kunci : pangelolaan, simpan pinjam. 
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alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga safaatnya diharapkan di 
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Panyabungan,     2021 

Penulis 

 

NUR ASIAH  

NIM. 16-02-072 

 



 
 

v 
 

 

 



 
 

vi 
 

 

 



 
 

vii 
 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI).
1
 

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan 

Republik Indonesia, meskipun demikian. Pemerintahan desa memiliki peranan 

yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat 

berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintahan pusat untuk membuat 

pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Oleh 

karena itu, peranan pemerintah sangat vital dalam otonomi daerah dikarenakan 

desa memiliki hak kebebasan membuat suatu regulasi dan aturan dalam kehidupan 

desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. 

Peran dari pemerintah daerah disini sangat diharapkan dapat membimbing 

serta mengawasi setiap kegiatan kebijakan ataupun program-program yang 

dilaksanakan pemerintahan desa agar kewenangan yang diberikan kepada 

                                                           
1
 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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Pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan oleh operator desa kepada 

masyarakat ataupun kepada pemerintah. 

Pemerintahan desa diwajibkan untuk dapat mengatur dan mengelola 

desanya sendiri, hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pertanggung jawaban serta manfaat dari suatu program-program yang sudah 

dilaksanakan oleh pemerintahan desa  dan apa manfaatnya bagi masyarakat terkait 

program tersebutdan dari hal ini, kepada kepala desa serta perangkat-perangkat 

desa diwajibkan agar dapat memahami tugas-tugas pokoknya masing-masing. 

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan desa menuju kepada hal 

yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sehingga program-program yang 

direncanakan oleh pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien. Maka 

dari itu pemerintahan desa saat ini menjadi objek perhatian dalam pengawasan 

kinerjanya dalam mengurus desa dan tugas pokoknya. 

Menurut Undang-Undang No. 60 Tahun 2014 Tentang dana desa, dana 

desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
2
 

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang dana desa menjadi titik awal 

bagi pemerintah desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan desa, 

                                                           
2
Undang undang Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa  
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dengan harapan supaya bisa bertenaga secara sosial berdaulat secara politik, 

berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya merupakan awal lahirnya 

kemandirian desa dan pembangunan desa, karena desa merupakan suatu etnitas 

dan komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul 

konsekuwensi dari kewenangan tersebut bahwa desa harus dapat mandiri.
3
 

Mulai awal Tahun 2015 desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni 

dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

(APBN), yang mana setiap desa akan mengelola anggaran dana desa yang 

diterima bertahap, pembagian dana desa ini dibagikan berdasarkan 4 faktor, yakni 

jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.  

Dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program-

program dan kegiatan-kegiatan yang berskala lokal desa baik ia bidang 

pembanguanan desa seperti sarana dan prasarana pemukiman, ketahanan pangan, 

kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat 

yaitu suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 

desa dan pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala 

ekonomi individu warga dan kelompok masyarakat berdasarkan dengan  

dilaksanakannya program-program yang dibuat oleh pemerintahan desa 

berdasarkan persetujuan masyarakatnya. 

                                                           
3
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Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014, 

dana desa dana yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4
 

BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan 

masyarakat  dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa.
5
 

Seperti yang terdapat pada desa saba jambu yaitu sebagai berikut: 

1. Ternak kambing 

2. Simpan pinjam 

3. Kerajinan tangan  

Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkandalam peratuan desa   

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, bentuk badan usaha 

milik desa harus berbadan hukum. 

Dengan hadirnya dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN), telah memberikan pondasi yang sangat kuat bagi 

desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa, dengan demikian desa akan menjadi subjek pembangunnan dimana desa 

                                                           
4
Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara. 
5
 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Pasal 78 
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dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewenangan yang 

dimiliki oleh  desa itu sendiri. 

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk 

memiliki suatu Badan Usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang 

belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu 

mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, dalam 

eraotonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan 

memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik ia yang 

bersumberdaya dari alam maupun yang bersumberdaya dari manusia itu sendiri 

yang berada di wilayah desa tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai 

sumber pendapatan.
6
 

Untuk itu perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan 

maksimal, maka didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh 

modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, 

pertanian, pertambangan, perdagangan, pariwisata, dan koperasi syariah dan lain 

lain, BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan 

ekonomi desa, pengelolaan BUMDes ini sepenuhnya dilaksanakan oleh 

masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa itu sendiri. 

Penelitian iniakan menganalisis pengelolaan dana desa dalam hal serba 

usaha dalam bentuk simpan pinjam, analisis difokuskan kepada pengelolaan dana 

                                                           
6
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desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk simpan pinjam. 

Penelitian ini berstudi kasus di desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan 

Kabupaten Mandailing Natal. Keterkaitan peneliti dalam membuat judul 

pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha menurut fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 tentang mudarabah 

karena praktik yang dilakukan oleh para pengelola dana desa menggunakan rasa 

saling percaya antara satu sama lain yang sesuai dengan kegiatan masyarakat pada 

umumnya. 

Berdasarkan latarbelakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna 

untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dana desa dan penelitian 

yang bersifat kualitatif tentang “Pengelolaan Dana Desa dalam Bentuk Usaha 

untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 tahun 2000 tentang Mudarabah 

(Studi Kasus di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten 

Mandailing Natal). 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana praktik pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat di desa saba jambu kecamatan 

panyabungan kabupaten mandailing natal ? 

2. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha untuk meningkatkan 

ekonomi masyarakat menurut fatwa dewan syariah nasional majelis ulama 

indonesia nomor 07 tahun 2000 tentang mudarabah di desa saba jambu 

kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis bagaimana praktek pengelolaan dana desa dalam bentuk 

usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa saba jambu 

kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal. 

2. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha 

untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menurut fatwa dewan syariah 

nasional  majelis ulama indonesia  nomor 07 tahun 2000 tentang  mudarabah 

di desa saba jambu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 

dan manfaat untuk : 

1. Akademik 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis 

terkait dana desa dan pengelolaannya, perubahan dan perkembangan lingkungan 

pemerintah yang dapat berubah dengan cepat telah menciptakan masalah baru 

dalam hal pengelolaan dana desa. 

2. Masyarakat 

Penelitian ini dapat menambah wawasandan pengetahuan bagi masyarakat  

umum mengenai pengelolaan dana desa, dalam rangka untuk mewujudkan 

Transparansi dan Akuntabilitasi dari pemerintahan desa. 

E. Penelitian Terdahulu 

 Dalam pembahasan skiripsi ini. Penulis akan menguraikan serangkaian 

kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang mendukung dan berhubungan 
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dengan permasalahan-permasalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa 

di desa saba jambu.  

1. Dalam Skiripsi Anne Rufaedah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam 

Negeri IAIN Padang Sidimpuan yang berjudul Analisis Alokasi Dana Desa 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Padang Sidimpuan 

TenggaraTahun 2018-2019,
7
 dalam karyanya membahas tentang 

pengalokasian dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di 

kecamatan padang sidimpuan tenggara tahun 2018-2019.  

Persamaan skiripsi penulis dengan dengan skiripsi tersebut terletak pada 

sama-sama membahas tentang dana desa dan cara pemanfaatan dana desa dan 

untuk apa-apa saja di alokasikan dana desa tersebut. Sedangkan perbedaanya 

adalah skiripsi tersebut membahas tentang Analisis Pengalokasian 

danadesanya untuk kesejahteraanmasyarakat padang sidimpuan Tenggara. 

Sedangkan skiripsi penulis tentang bagaimana cara pengelolaan dana desa di 

desa saba jambu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang dibentuk 

dengan usaha atau yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) desa saba jambu yang semua dana atau biaya dari usaha tersebut 

yang bersumber dari dana desa. 

2. Dalam Skiripsi Candra Suyatmiko Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul Implementasi 

dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana desa (studi Desa Amplas 

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera 

                                                           
7
Anne Rufaedah, Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, skiripsi (Padang Sidimpuan: Fakultas Ekonomi Syariah 

dan Bisnis Islam Negeri IAIN, 2018-2019). 
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Utara),
8
 dalam karyanya membahas tentang cara pengimplementasian  dan 

pengakuntabilitas  pengelolaan  alokasi dana Desa di desa Deli Serdang. 

Persamaan skiripsi  penulis dengan skiripsi tersebut sama-sama membahas 

tentang dana desa dan pengeloaan dana desa, sedangkan perbedaannya adalah 

skiripsi tersebut membahas tentang Implementasi dan Akuntabilitas 

Pengeloaan Alokasi dana desa sedangkan skiripsi penulis tentang pengelolaan 

dana desa dalam Bentuk Serba Usaha  untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat yang di buat dalam bentuk badan usaha atau yang biasa disebut 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), yang mana biaya semua dari usaha 

yang di dirikan bersumber dari dana desa. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembaca dan pemahaman yang sistematis maka 

penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II Landasan Teori, yang membahas tentang dana Desa meliputi 

(pengertian dana desa, tujuan dana desa, dan prinsip penggunaan dana desa), 

tinjauan tentang Koperasi yang meliputi tentang (pengertian koperasi, landasan 

hukum, fungsi dan peran koperasi, sumber dana koperasi, dan prinsip-prinsip 

koperasi). 

                                                           
8
Candra Suyatmiko, Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana desa 

(studi Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera 

Utara), (Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Medan). 
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BAB III Metode Penelitian, yang meliputi Jenis Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Sifat Penelitaian, Pendekatan Penelitaian, Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV Membahas tentang sejarah desa, letak geografis desa, pengelolaan 

dana desa dalam bentuk usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa 

Saba Jambu kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal, dan 

pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha serba untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 07 Tahun 2000 tentang Mudarabah di Desa Saba Jambu Kecamatan 

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. 

BAB V Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran. 


